SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

+

bahwa kredit program bagi perempuan prasejahiera
dilaksanalkan untuk menyediakan akses
kredit/pembiayaan produktil yang mudah dan terjangkau
bagi perempuan prasejahlera yang sedang memiliki usaha
atau akan berusaha dalam mendukung perekonomian
nasional;

bahwa berdasarkan rapat koordinasi Komite Kebijakan
Pernbiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Mencngah pada
tanggal 22 Juni 2026 dan perkembangan terkail lainnya,
perlu dibentuk pedoman pelaksanaan kredit perempuan
prasejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sclalku
Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perckonomian tentang
Pedoman Pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);



Menetaplean

3. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 104 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
166);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA.

BAB 1
EETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud

dengan:

1. Kredil Perempuan Prasecjahtera yang selanjutnya disingkat
KPPS adalah kredit/pecmbiayaan produktif dengan
layanan pcmberdayaan yang berbasis kelompok dengan
sasaran ulama kelompok perempuan prasejahtcra yang
sedang memiliki usaha atau akan berusaha.

2. Penerima KPPS adalah individu/perseorangan yang
tergabung dalam kelompok dan menerima layanan
pemberdayaan dengan skala usaha mikro yang menjadi
debitur KPPS.

3. Pemberdayaan adalah upaya untuk melakukan pelatihan,
pendampingan, dan/fatau pembinaan dalam rangka
pengembangan kapasitas usaha.

4. Debitur Naik Kelas/Graduasi adalah debitur yang
mengakses kembali KPPS dengan nominal pinjaman yang
lebih besar dari pinjaman sebelumnya, atau yang
mengakses kredit program lain dengan nominal pinjaman
lebih besar, atau beralih ke kredit komersial.

5. Penyalur KPPS adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi
yvang memenuhi persyaratan untuk menyalurkan KPPS5.

6. Lembaga Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang
berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang
diawasi oleh lembaga negara yang menyclenggarakan
fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di sektor keuangan.

Koperasi adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi
simpan pinjam pembiayaan syariah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perkoperasian.

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh
perusahaan penjamin kepada Penyalur KPPS atas risiko
kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Penerima KPPS
baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

Pertanggungan adalah kegiatan pemberian pertanggungan
oleh perusahaan asuransi kredit atas risiko kegagalan
pemenuhan kewajiban finansial Penerima KPPS kepada
Penvalur KPPS baik berdasarkan prinsip konvensional
maupun syariah.

Penjamin/Asuransi KPPS adalah perusahaan Penjaminan,
perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang
memenuhi persyaratan untuk memberikan
Penjaminan/Pertanggungan KFPS.

Suku Bunga/Marjin KPPS adalah tingkat bunga/marjin
vang dibebankan kepada debitur KPPS dalam pemberian
KPPS.

Marjin Untuk Akad Syariah yang selanjutnya discbut
Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai
akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yvang
ditetapkan dalam rangka pembernian KPPS syanah.
Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah bagian tingkat
bunga/marjin yang ditanggung olch pemerintah yang
dibayarkan kepada Penyalur KPPS,

Sistem Informasi Kredit Program yang selanjulnya
disingkat SIKP adalah sistem informasi clcktronik yang
digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan
informasi penyvaluran kredit program.

Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya
disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola olch
lembaga negara vyang menyelenggarakan  fungsi
pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk
mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan
informasi di bidang keuangan.

Lembaga  Pengelola Informasi  Perkreditan vang
selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga pemeringkat
yvang menghimpun dan mengolah data kredit atau
pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi
perkreditan.

Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK
adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau
khas, tunggal, dan melekat pada sescorang yang terdaltar
sebagai penduduk Indonesia.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik vang selanjutnya

disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang
dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk



sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi
pelaksana.

BAE I
PELAKSANAAN KPPS

Bagian Kesatu
Tujuan Pelaksanaan KPPS

Pasal 2

Pelaksanaan KPPS bertujuan untuk:

a.

(1)

(2}

(3)

(1)

menyedialkan akses kredit/pembiayaan produktifl bagi
perempuan prasejahtera,

memberikan kesempatan berusaha;

meningkatkan lapangan pekerjaan; dan/atau

mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bagian Kedua
Penerima KPPS

Pasal 3
Penerima KPPS  merupakan perempuan  dengan
persyaratan:
a. memiliki NIK yang dibuktikan dengan:
1} kartu identitas berupa KTP-el; atau
2) sural keterangan pembuatan KTP-¢l;
memiliki kartu keluarga;
berasal dari keluarga prasejahtera;
tergabung dalam kelompok; dan
mempunyai usaha atau akan melakukan usaha.

Penerima KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ harus terverifikasi scbagai keluarga prasejahtera
berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dan
termasuk dalam desil 1 sampai dengan desil 4.

Dalam hal calon Penerima KPPS tidak memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyalur KPPS
dapat menyalurkan KPPS berdasarkan penilaian objektif
Penyalur KPPS sesuai dengan kriteria yang berlaku pada
level nasional atau internasional.

= I -2

Pasal 4

Persyaratan kelompok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang di
lingkungan vang sama;
b. memiliki kepengurusan kelompok paling sedikit ketua;



(2)

(3)

(4)

(2)

c. memiliki kesepakatan kelompok vang paling sedikit
mengatur hak dan kewajiban anggota, mekanisme
pertemuan secara periodik, serta penyelesaian
permasalahan anggota;

d. seluruh anggota menyatakan kesediaan mengikuti
lavanan Pemberdayaan vang diselenggarakan oleh
Penyalur KPPS;

e. seluruh anggota kelompok menyatakan kesediaan
untuk menerapkan mekanisme tanggung renteng
sesuai dengan ketentuan Penyalur KPPS; dan

f. memenuhi persyvaratan lain yang ditetapkan oleh
Penvalur KPPS sesuail dengan pedoman pelaksanaan
program.

Kelompok Penerima KPPS harus mengikuti layanan

Pemberdayaan vang diselenggarakan oleh Penyalur KPPS

schagai bagian yang tidak terpisahkan dari program.

Layanan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan dalam bentulk:

a. pendampingan melalui kunjungan berkala oleh
pctugas Penyalur KPPS paling sedikit 1 (satu] kali
dalam 2 (dua) minggu;

b. edukasi mengenai pengelolaan Kkeuangan rumah
tangga dan usaha;

c. pelatihan pcningkatan kapasitas usaha,
kewirausahaan, dan pengembangan produk;

d. pemaniauan perkembangan usaha dan kemampuan
pembayaran Penerima KPPS; dan

c. layanan Pemberdayaan lainnya sesual dengan
kebutuhan Penerima KPPS.

Dalam hal terdapat kondisi kahar atau hari libur,
pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurul
a dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua)
minggul.

Pasal 5

Penerima KPP3 dapat menjadi peserta program BPJS
Ketenagakerjaan secara mandiri dan mendapatkan
manfaat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan
sosial.,

Monitoring kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
badan yang menyeclenggarakan urusan pemerintahan di
bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan
dan dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite
Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5]

(6)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Penyalur KPPS

Pasal 6
Penyalur KPPS terdiri atas:
a. Lembaga Keuangan; atau
b. Koperasi,
yvang berbadan hukum.
Persyaratan Penyalur KPPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. schat dan berkinerja baik; dan

b. memiliki sistem elekironik data KPPS yang terintegrasi
dengan SIKP.

Penyalur KPPS dapat melakukan kerja sama dengan
Penjamin/Asuransi KPPS dalam hal diperlukan
Penjaminan / Pertanggungan KPPS.

Kerja sama scbagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat proses:

a. penutupan (covering);

b. Penjaminan/Pertanggungan;

c. penagihan imbal jasa penjaminan/premi; dan

d. pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan subrogasi.
Muatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dituangkan dalam  perjanjian  kerja  sama dan
dilaksanakan dalam sistcm clektronik yang terintegrasi
antara Penyalur KPPS dan Penjamin/Asuransi KPPS.

Perjanjian kcrja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilaporkan secara leriulis kepada Sekretariat Komile
Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Pasal 7

Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf a yang berminat menjadi Penyalur KPPS
harus:

a. mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a
kepada lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi
pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan;
dan

b. mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b
kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam hal Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Keuangan:



(3)

(4)

(5)

[7)

(8)

a. mengajukan permohonan penetapan plafon tahunan
penyaluran KPPS kepada Sekretariat Komite Kebijakan
Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,;
dan

b. melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan
kuasa pengguna anggaran KPPS setelah memenuhi
semua persyaratan sebagai Penyalur KPPS.

Lembaga negara vang menyelengparakan fungsi
pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan,
berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan
Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi
persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf a.

Penetapan yang dilakukan oleh lembaga negara yang
menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan
sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayalt (3)
disampaikan kepada:

a. Lembaga Keuangan bersangkutan;

b. Komile Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Keeil,
dan Menengah;

c. kementerian vang  menyelenggarakan — urusan
pemerintahan di bidang keuangan; dan

d. kuasa pengguna anggaran KPPS,

Pengajuan pcmcnuhan persyvaratan kepada kementerian
yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan sebagmimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
hanya dapat dilakukan jika Lembaga Keuangan telah
ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2] huruf a oleh lembaga
negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan
pengawasan seklor jasa keuangan.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan
dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b menetapkan Lembaga Kecuangan telah
memenuhi  atau tidak memenuhi  persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

Penetapan yang dilakukan olch kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (©)
disampaikan kepada:

a. Lembaga Keuangan bersangkutan;

b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;

c. lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi
pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan,
dan

d. kuasa pengguna anggaran KPPS.

Pengajuan plafon tahunan penyaluran KPPS kepada
Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan setelah Lembaga
Keuangan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

Lembaga negara vang menvelenggarakan fungsi
pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan
melakukan penilaian secara berkala atas kesechatan dan
kinerja Lembaga Keuangan yang telah ditetapkan sebagai
Penyalur KPPS.

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi
pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dapat
menetapkan Lembaga Keuangan yang telah ditetapkan
sebagai Penyalur KPPS tidak layak atau kinerjanya tidak
sesual dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf a.

Hasil penetapan Lembaga Keuangan tidak layak atau
kinerjanya tidak scsuai dengan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

a. Lembaga Keuangan yang bersangkutan,

b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;

c. kementerian yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang keuangan; dan

d. kuasa pengguna anggaran KPP3.

Lembaga Keuangan yvang dinyatakan tidak layak atau
kinerjanya lidak sesuai dengan persyvaratan sebagaimana
dimaksud pada avat (2], diberhentikan sebagai Penvalur
KPPS oleh Komile Kebijakan Pembiavaan bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.

Lembaga Keuangan yang telah berhenti sebagai Penyalur
KPPS schagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
mengajukan kembali scbagai Penvalur KPPS dengan
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) dan mengikuti ketentuan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Pasgal 9

Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b yang berminat secbagai Penyalur KPPS harus:

a. mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a
kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koperasi; dan

b. mengajukan permochonan pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b
kepada kementerian yvang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.



(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

Dalam hal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b telah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Koperasi:

a. mengajukan permohonan penetapan plafon tahunan
penyvaluran KPPS kepada Sekretariat Komite Kebijakan
Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
dan

b. melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan
kuasa pengguna anggaran KPPS setelah memenubhi
semua persyaratan sebagai Penyalur KPPS.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang koperasi berdasarkan pengajuan

dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a menetapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) hurul a setelah berkoordinasi dengan

lembaga negara yang menyelenggarakan  fungsi

pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Penetapan yang dilakukan oleh kementerian yang

menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3]

disampaikan kepada:

a. Kopcrasi yang bersangkutan;

b. Komite Kebijakan Pembiayvaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;

¢. kementcrian vang  menyelenggarakan UTuSan
pemerintahan di bidang keuangan; dan

d. kuasa pengguna anggaran KPPS.

Pengajuan pemenuhan persyaratan kcpada kementerian
yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
hanyva dapat dilakukan jika Koperasi telah ditetapkan
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf a oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
koperasi.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan
dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b menectapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak
memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf b.

Penetapan vyang dilakukan oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6

disampaikan kepada:

a. Koperasi vang bersangkutan;

b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;

c. kementerian  yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koperasi; dan



(8)

(1)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)
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d. kuasa pengguna anggaran KPPS.

Pengajuan plafon tahunan penyaluran KPPS kepada
Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan setelah Koperasi
memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2).

Pasal 10

Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koperasi melakukan penilaian
secara berkala atas keschatan dan kinerja Koperasi yang
telah ditetapkan sebagai Penyalur KPPS, dengan
berkoordinasi dengan lembaga negara yang
menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan
selctor jasa keuangan.

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koperasi dapatl menetapkan
Koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KPPS
tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf a.

Hasil penetapan Koperasi ldak layak atau kinerjanya

tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan kepada:

a. Koperasi yang bersangkulan;

b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;

c. kementerian  vyang menvelenguarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan; dan

d. kuasa pengguna anggaran KPPS.

Koperasi vang dinyatakan tidak layak atau kinerjanva
tidak sesuai dengan persyaralan sebagaimana dimaksud
pada avat (2), diberhentikan sebagai Penyalur KPFS oleh
Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah.

Koperasi yang telah berhenti scbagai Penyalur KPPS
scbagaimana dimaksud pada ayvat (4) dapat mengajukan
kembali sebagai Penyalur KPPS dcngan memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
dan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

Pendanaan untuk Penyaluran KPPS oleh Penyalur KPPS
bersumber dari dana Penyalur KPPS.

Jumlah dana KPPS yang diterima oleh Penerima KPPS
harus sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad

KPPS.



(1)

(2)

(3]

(4]

(1)

(2)

(3)

(4)

5 i

Pasal 12

Penyalur KPPS melakukan pengecekan profil calon

Penerima KPPS melalui:

a. SLIK:

b. LPIP;

c¢. pemeringkat kredit/pembiayaan alternatil yang telah
mendapatkan izin dari lembaga negara yang
menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan
sektor jasa keuangan; dan/atau

d. sistem pemeringkat kredit/ pembiayaan yang dibangun
oleh Penvalur KPPS.

Penyalur KPPS melakukan mitigasi risiko terhadap

penyaluran KPPS.

Dalam hal hasil pengecckan sebagaimana dimaksud pada

avat (1) diketahui calon Penerima KPPS masih memiliki

baki debet kredit/pembiayaan vang berasal dari kredit

program di luar KPPS, calon Penerima KPPS tetap dapat

menerima KPPS scpanjang vang bersangkutan sudah
melunasi kredit/ pembiayaan dimaksud.

Pelunasan kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada avat (3], dibuktikan dengan melampirkan surat
keterangan lunas/roya dan bukti cctak rckening dari
penyalur kredit/pembiavaan sebelumnya.

Bagian Kecmpat
Penjamin/Asuransi KPP3

Pasal 13
Penjamin/Asuransi KPPS terdiri atas perusahaan
Penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau
perusahaan lain sesuai dengan ketentuan lembaga negara
vang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan
pengawasan scktor jasa keuangan.

Persvaratan Penjamin/Asuransi KPPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sehat dan berkinerja baik; dan

b. memiliki sistem elektronik data KPPS yang terintegrasi
dengan SIKP.

Penjamin/Asuransi KPPS dapat melakukan kerja sama
secara langsung dengan Penyalur KPPS dalam
pelaksanaan Penjaminan/Pertanggungan KPPS.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat proses:

a. penutupan (covering);

b. Penjaminan/Pertanggungan,

c. penagihan imbal jasa penjaminan/premi; dan

d. pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan subrogasi.
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Muatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan
dilaksanakan dalam sistem elektronik yang terintegrasi
antara Penyvalur KPPS dan Penjamin/Asuransi KPPS.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada avat
(5) dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite
Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Pasal 14

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) yang berminat menjadi Penjamin/Asuransi KPP3
harus:

a. mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf
a kepada lembaga negara yang menyelenggarakan
fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa
lecuangan;

b. mengajukan permochonan pemenuhan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) hurul

b kepada kementerian yang menyvelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan; dan

melakukan kerja sama sistem  clektronik yang

terintegrasi dengan Lembaga Keuangan atau Koperasi

yang dibukiikan dengan dokumen perjanjian kerja

sama Penjaminan fPertangpungan KPPS.

o

Lembaga negara vyang menyelenggarakan [ungsi
pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan
berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) hurul a menetapkan perusahaan
yang bersangkutan tclah memenuhi atau tidak memenuhi
persyaralan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) huruf a.

Penetapan yang dilakukan oleh lembaga negara yang
menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan
sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada:

a. perusahaan vang bersangkutan;

b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan; dan

d. kuasa pengguna anggaran KPPS.

Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian
yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
hanya dapat dilakukan jika perusahaan telah ditetapkan
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) huruf a oleh lembaga negara yang
menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan
sektor jasa keuangan.
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Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan
dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b menetapkan perusahaan telah memenuhi atau
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 avat (2) humaf b.

Penetapan vang dilakukan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5]
disampaikan kepada:

a. perusahaan yang bersangkutan;

b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;

c. lembaga negara yang menyelenggarakan [ungsi
pengaturan dan pengawasan scktor jasa keuangan;
dan

d. kuasa pengguna anggaran KPPS.

Pasal 15

Lembaga negara vyang menyelenggarakan fungsi
pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan
melakukan penilaian secara berkala atas kesehatan dan
kinerja Penjamin/Asuransi KPPS.

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), lembaga nepara vang menyelenggarakan [ungsi
pengaturan dan pengawasan scktor jasa keuangan dapal
menctapkan Penjamin/Asuransi KPPS tidak layak atau
kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan
disampaikan kepada:

a. perusahaan yang bersangkutan;

b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;

c. kementerian  yang — menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kcuangan; dan

d. kuasa pcnggpuna anggaran KPPS.

Perusahaan yang dinyatakan tidak layak atau kinerjanya
tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberhentikan sebagai Penjamin/Asuransi
KPPS oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perusahaan vang telah berhenti sebagai
Penjamin/Asuransi KPPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat nmengajukan kembali sebagai
Penjamin/Asuransi KPPS dengan memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1).
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Pasal 16

Penjamin/Asuransi KPPS melakukan
Penjaminan/Pertanggungan KPPS berdasarkan perjanjian
kerja sama dengan Penyalur KPPS.

Mekanisme Penjaminan/Pertanggungan KPPS bersifat
opsional berdasarkan profil risiko sesuai dengan
perjanjian  kerja sama antara Penyalur KPPS dan
Penjamin/Asuransi KPPS.

Bagian Kelima
Agunan KPPS

Pasal 17

Penvalur KPPS dapat mensyaratkan agunan pokok berupa
usaha atau objek yvang dibiayai oleh KPPS.

Penvalur KPPS tidak diperbolehkan mensyaratkan adanya
agunan tambahan di luar agunan pokok.

Pasal 18

Dalam hal Penyalur KPPS meminta agunan tambahan,
Penyalur KPPS dikenakan sanksi berupa Subsidi
Bunga/3ubsidi Marjin KPPS tidak dibayarkan atas
Penerima KPPS yang bersangkulan.

Dalam hal Penyalur KPPS meminta agunan tambahan

pada penyaluran KPPS dan Penyvalur KPPS telah menenima

Subsihi  Bunga/Subsidi Marjin  KPPS, Subsidi

Bunga/Subsidi Marjin KPPS yang (elah ditenma

dikembalikan ke kas negara.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dibuktikan dengan:

a. hasil temuan dari  anggota forum koordinasi
pengawasan KPPS;

b, hasil monitoring Komite Kebijakan Pembiayaan bagl
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau

¢. hasil pemeriksaan lembaga  negara  yang
menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan
seklor jasa keuangan scsuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan di bidang jasa
keuangan sesuai permintaan Komite Kebijakan
Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk berita acara dan diputuskan
oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.

Ketentuan mengenai pengembalian Subsidi
Bunga/Subsidi Marjin KPPS ke kas negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di  bidang
keuangan.
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Bagian Keenam
Subsidi Bunga/Subsidi Marjin

Pasal 19

Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin
penvaluran KPPS secbesar selisih antara tingkat
bunga/marjin yang seharusnya diterima oleh Penvalur
KPPS dan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada
Penerima KPPS.

Metode pengakuan pendapatan Subsidi Bunga/Subsidi
Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan
kepada Penyalur KPPS sesuai dengan standar akuntansi
keuangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur kuasa
pengguna anggaran KPPS atau perubahan regulasi yang
mengakibatkan  keterlambatan proses pembayaran
tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KPPS, metode
pengakuan pendapatan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin
KPPS diserahkan kepada Penyalur KPPS sesuai dengan
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan tingkat
risiko vang dapat diterima Penyalur KPPS.

Ketentuan mengenai besaran Subsidi Bunga/Subsidi
Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

Bagian Ketujuh
SIKP

Pasal 20

Penyaluran KPPS oleh Penyalur KPPS mengacu kepada
basis data yang tercantum dalam SIKP yang disusun dan
ditetapkan olch kementerian vang menvelenggarakan
urusan pemcrintahan di bidang keuangan.

SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
secara bertahap vang ditetapkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan,

Kementerian vang menyeclenggarakan urusan
permnerintahan di bidang keuangan dalam menyusun SIKP
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada
basis data dari:

a. kementerian/lembaga;

b. pemerintah daerah;

c. Penyalur KPPS; dan

d. Penjamin/Asuransi KPPS.
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BAB Il
PENYALURAN KPPS

Bagian Kesatu
Sektor Penyaluran

Pasal 21
(1) Penyaluran KPPS disalurkan pada sektor:
a. pertanian, perburuan dan kehutanan;
b. kelautan dan perikanan;
c. industri pengolahan;
d. konstruksi;
e. pertambangan garam rakyat;
f. pariwisata;
g. jasa produlcsi;
h. perdagangan; dan/atau
i. scktor produktif lainnya.

(2) Scktor produlktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i mengacu pada klasifikasi lapangan usaha penerima
kredit/ pembiayaan dalam laporan bulanan bank umum.

Bagian Kedua
Penyaluran KPPS

Pasal 22

KPPS diberikan untuk keperluan mcmulai usaha dan/atau
mengembangkan usaha.

Pasal 23
Calon Penerima KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
yang masih memiliki baki debet/ outstanding

kredit/pembiayaan komersial sejenis KPPS pada Penyalur
KPPS dapat dikonversi menjadi Pencrima KPPS, dengan
ketentuan:

a. memenuhi kriteria Penerima KPPS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3;

b. konversi  dilakukan melalui penyesuaian suku
bunga/marjin menjadi sesuai dengan Suku Bunga/Marjin
KPPS; dan

c. penyesuaian suku bunga/marjin sebagaimana dimaksud
pada huruf b dihitung berdasarkan plafon pembiayaan
awal, berlaku efektif sejak tanggal konversi, dan tidak
berlaku surut terhadap suku bunga/marjin yang telah
diperhitungkan kepada debitur sebelum tanggal konversi.
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Pasal 24

Penyaluran KPPS dapat dilakukan dengan akad
kredit/pembiayaan konvensional atau syariah.

KPPS diberikan dengan plafon pimjaman paling banyak
Rpl15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per akad per
Penerima KPPS.

Terhadap plafon KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan penarikan pinjaman secara sekaligus
maupun bertahap sesuai dengan kesepakatan antara
Penerima KPPS dan Penyalur KPPS.

Penerima KPPS dapat menerima KPPS dalam beberapa kali
akad, tanpa batasan frekuensi akad dan tanpa batasan
jumlah akumulasi penarikan pinjaman.

Pasal 25

Suku Bunga/Marjin KPPS dikecnakan kepada Penerima KPPS
sebesar 8% (delapan persen) flat per tahun.
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Paxal 26

Jangka waktu KPPS paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dengan grace period scsuai dengan ketentuan yang
berlaku di Penyalur KPPS.

Jangka waktu KPPS sebagaimansa dimaksud pada ayat (1),
di luar restrukturisasi, dapat dilalkukan perpanjangan
menjadi paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung
sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.

Pasal 27

Penerima KPPS dapat melakukan pembayvaran kewajban
KPPS sccara berkala dan/atau sekaligus saat jatuh tempo
sesual dengan kesepakatan antara Penerima KPPS dan
Penyalur KPPS dengan memperhatikan kebutuhan skema
pembayaran Pencrima KPPS.

Penerima KPPS yang bermasalah dapat direstrukturisasi
dalam bentuk suplesi dan/atau perpanjangan yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada
Penyvalur KPPS dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Restrukturisasi dalam bentuk suplesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan jumlah baki
debet paling banyak Rpl15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah).

Restrukturisasi dalam bentuk perpanjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 48 (empat
puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian
kredit/pembiayaan awal.
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BAB IV
PELAPORAN

Pasal 28

Kantor pusat Penyalur KPPS harus melaporkan
pelaksanaan penyaluran KPPS dan realisasi suku bunga
dasar KPPS kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pimpinan
tinggi madya yvang diberikan penugasan untuk melakukan
koordinasi terkait KPPS pada kementerian yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di  bidang
sinkronisasi dan  koordinasi serta  pengendalian
pelaksanaan urusan  penyelenggaraan  kementerian
pemerintahan di bidang perckonomian secara berkala
paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling lambat pada langgal 10 (sepuluh)
bulan berikuinya seccara nonelektronik dan/atau
elektronilk melahu SIKP.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
sesuai dengan format sebagaimana lercantum  dalam
Lampiran I, Lampiran [I, Lampiran 111, dan Lampiran IV,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri Koordinator ini.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditembuskan kepada:

a. pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di
bidang perbendaharaan pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan;

b. unit kementerian/lembaga vang ditunjuk menjadi
kuasa pengguna anggaran KPPS; dan

¢. lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi
pengaturan dan pengawasan scktor jasa keuangan.

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada
Penyalur KPPS dalam hal data/informasi yvang dipetlukan
tidak tersedia dalam SIKP.

Pasal 20

Kantor pusat Penjamin/Asuransi KPPS  harus
melaporkan pelaksanaan Penjaminan/Pertanggungan
KPPS dan realisasi imbal jasa penjaminan/premi KPPS
kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah melalui pimpinan tinggi madya yang
diberikan penugasan untuk melakukan koordinasi
terkait  kredit/pembiayaan  program = perempuan
prasejahtera pada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan
penvelenggaraan kementerian pemerintahan di bidang



(2)

(4)

(5)

(1)

(2)

= 18

perekonomian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
setiap bulan,

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya secara nonelektronik dan/atau
elektronik melalui SIKP.

Laporan sebagaimana dimaksud pada avat (2] disusun
sesual dengan format sebagaimana ftercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditembuskan kepada:

a. pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di
bidang perbendaharaan pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan;

b. unit kementerian/lembaga yvang ditunjuk menjadi
kuasa pengguna anggaran KPPS; dan

c. lembaga negara yang menyvelenggarakan fungsi
pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada

Penjamin/Asuransi KPPS dalam rangka pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan Penjaminan/Pertanggungan KPPS,

BAD V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian kesatu
Pembinaan

Pasal 30

Kementerian /lembaga teknis dan pemerintah daerah
melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KPPS.

Pembinaan oleh kementerian/lembaga teknis meliputi:

a. menctapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha
vang akan menerima penyaluran KPPS;

b. melakukan unggah data calon Penerima KPPS
potensial untuk dapat dibiayai KPPS ke dalam SIKP;

c. mengidentifikasi data calon Penerima KPPS yang
diunggah oleh Penyalur KPP3 dan perusahaan
Penjamin/Asuransi KPPS sesuai sektor masing-masing
ke dalam SIKP;

d. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha
kepada debitur yang sedang menerima KPPS maupun
vang belum menerima KPPS di sektornya masing-
masing; dan



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

-920 -

e. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak
lain yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk
kelancaran usaha.

Pembinaan oleh pemerintah daerah meliputi:

a. melakukan wunggah data calon Penerima KPPS
potensial untuk dapat dibiayai KPPS ke dalam SIKP
dengan penanggung jawab pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota;

b. mengidentifikasi data calon Penerima KPPS yang
diunggah oleh Penyalur KPPS dan perusahaan
Penjamin/Asuransi KPPS sesuai wilayah masing-
masing ke dalam SIKP; dan

¢. mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk keperluan pengembangan dan
pendampingan usaha Penerima KPP3 di masing-
masing wilayah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 31

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Mcnengah melakukan pengawasan alas pelaksanaan
KPPS sebagai tindakan yang bersifat preventif.

Pengawasan pelaksanaan KPPS oleh Komite Kebijakan
Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Mcnengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara melakukan moniloring terhadap pclaksanaan dan
kinerja KPPS paling sedikit 1 (satu) kalh dalam 6 (enam)|
bulan setiap semester.

Pasal 32
Dalam melaksanakan pengawasan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 31, dibentuk forum koordinasi
pengawasan KPPS.
Forum  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh badan yang menjalankan urusan

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan nasional selaku koordinator.

Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melibatkan kementerian/lembaga dan/atau satuan kerja
audit internal Penvalur KPPS dan Penjamin/Asuransi
KPPS.

Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 {satu) tahun untuk
membahas pengawasan pelaksanaan KPPS setiap
semester.

Simpulan dan keputusan rapat forum sebagaimana
dimaksud pada avat (4) disampaikan secara tertulis
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kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.

Selain menyusun simpulan dan keputusan rapat, forum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun ruang
linglcup, uraian  pekerjaan, dan  tata tertib
penyelenggaraan forum koordinasi pengawasan KPPS.
Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam  Keputusan Menteri  Koordinator Bidang
Perekonomian.

Pasal 33

Dalam hal laporan forum koordinasi pengawasan KPPS
mengindikasikan adanya penyimpangan yang bersifat
material, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah menugaskan badan yang
menjalankan urusan pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan nasional untuk melakukan
pengawasan lujuan tertentu yang berkoordinasi dengan
lembaga negara yang menyelenggarakan [lungsi
pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
Kriteria  pengawasan tujuan tertentu tersebul
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
kerangka acuan.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 34

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah melakukan evaluasi pelaksanaan KPPS.

Evaluasi pelaksanaan KPPS melipulti:
a. indikator jumlah plalon KPPS yang disalurkan;

b. tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (non
performing loan atau non performing financing);

&

jumlah debitur baru yang menerima KPPS; dan

d. jumlah debitur yang berhasil mengalami naik
kelas/graduasi.

Pasal 35

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah, berdasarkan laporan lembaga negara yang
menyelengearakan fungsi pengaturan dan pengawasan
scktor jasa keuangan, dapat menghentikan penyaluran
KPPS dalam hal Penyalur KPPS memiliki tingkat
kredit/pembiayvaan bermasalah (non performing loan/non
performing financing) di atas 5% (lima persen) selama 6
{enam) bulan secara berturut-turut.

Penghentian penyaluran KPPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyalur



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

R o,

KPPS dengan tembusan kepada lembaga negara yang
menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan
sektor jasa keuangan.

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah dapat memberikan pemulihan kembali
kepada Penyalur KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} dalam hal:

a. tingkat kredit/ pembiayaan bermasalah (non
performing loan/non performing financing) Penyalur
KPPS telah menurun menjadi di bawah 5% (lima
persen) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan

b. mendapatkan rekomendasi dar lembaga negara yang
menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan
sektor jasa keuangan.

Pasal 36

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah dan/atau lembaga necgara yang
menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan
sektor jasa keuangan memberikan teguran tertulis kepada
Penyalur KPPS yang melakukan tindakan tidak sesuai
dengan ketentuan pedoman pelaksanaan KPPS.

Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 2 (dua) bulan,
Penyalur KPPS dapat diberhentikan scbagai Penyalur
KPPS.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Penyalur KPP3, Penjamin/Asuransi KPPS,
kementerian/lembaga teknis, dan lembaga negara yang
menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan
sektor jasa keuangan menyusun petunjuk teknis
pelaksanaan dan/atau pengawasan KPPS.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
capaian plalon sektoral, capaian plafon bank artan
Lembaga Keuangan non-bank, serta kepatuhan terhadap
ketentuan pedoman pelaksanaan KPPS.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

thed.

DITAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 548

~~Balinan sesuai dengan aslinya
~_Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
%S ;;%fff‘;:}:::--
o e I Ktut Hadi Priatna

o UMIPL 19740507 1999031002




LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
PEREMPUAN PRASE.JAHTERA

FORMAT LAPORAN PENYALURAN KPPS

. Format laporan Penyaluran KPPS sebagai berikut:

a.

.

Realisasi total Penyaluran dan baki debet dari KPPS, termasuk jumlah
debiturnya.

Realisasi Penyaluran KPPS menurut sekior ekonomi, termasuk jumlah
debiturnya.

Realisasi Penyaluran KPPS menurut kabupaten/kota dan provinst,
termasuk jumlah debiturnya.

Jumlah Kredit Bermasalah (Non Performing Loan = NPL atau Non
Performing Financing = NPF), termasuk jumlah debitur, sektor
ckonomi, dan provinsi,

. Formula perhitungan yang digunakan dalam laporan Penyaluran KI'PS
sehagai berikut:

.

Realisasi total Penyaluran KPPS adalah jumlah rupiah nominal plafon
Penyaluran KPPS yang telah disalurkan oleh Penyalur KPPS kepada
Penerima KPPS pada periode waktu tertentu. Realisasi total
Penyaluran KPPS terdiri dari 2 periodc yaitu:

1) Periode tahun berjalan dihitung scjak penyaluran pertama tahun
berjalan sampai dengan periode lertentu sesuai pelaporan dalam
satu tahun berjalan.

2)  Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama
vang dilakukan oleh suatu Penyalur KPPS sampai dengan periode
tertentu sesual pelaporan.

Baki debel/outstanding KPPS adalah besar saldo pokok KPPS pada

periode waktu tertentu. Baki debet/outstanding KPPS merupakan sisa

plafon KPPS dikurangi angsuran rutin yang dilakukan atau sesuai

jadwal pembayaran oleh debitur KPPS. Baki debet/outstanding KPPS

terdiri dari 2 periode yaitu:

1) Periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun
berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam
satu tahun berjalan.

2) Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama
yvang dilakukan oleh suatu Penyalur KPPS sampai dengan periode
tertentu sesuai pelaporan.



c. Jumlah Kredit Bermasalah (Non Performing Loan = NPL atau Non
Performing Financing = NPF) adalah total baki debet/ outstanding KPPS
dengan kolektibilitas kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet.
(Kol. 3 + Kol. 4 + Kol. 5).

d. Rasio NPL/NPF adalah total KPPS yang termasuk kredit bermasalah
(Kol. 3 + Kol. 4 + Kol. 5) dibagi dengan total baki debit KPP,

e. Debitur KPPS adalah jumlah Penerima KPPS pada periode waktu
tertentu. Debitur KPPS terdiri dari 2 periode yaitu:

1) Periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun
berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam
satu tahun berjalan.

2} Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama
yvang dilakukan oleh suatu Penyalur KPPS sampai dengan periode
tertentu sesuai pelaporan.

f.  Jumlah debitur baru KPPS dilaporkan dalam 2 (dua) periode yaitu:

1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun
berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam
satu tahun berjalan.

2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama
yang dilakukan oleh suatu Penyalur KPPS sampai dengan periode
tertentu sesuai pelaporan.

g. Debitur KPPS yang naik kelas/graduasi dilaporkan dalam 2 (dua)
periode yaitu:
1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun
berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam
satu tahun berjalan.

2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama
yvang dilakukan oleh suatu Penyalur KPPS sampai dengan periode
lertentu sesuai pelaporan.

h. Realisasi total Penyvaluran KPPS berdasarkan sektor ekonomi adalah
jumlah rupiah nominal plafon Penyaluran KPPS yang telah disalurkan
olch Penyalur KPPS kepada Pencrima KPPS pada periode waktu
tertentu  yang diklasifikasikan sesuai dengan scktor ckonomi
penvalurannya. Adapun klasifikasi sektor ekonomi mengikuti
klasifikasi lapangan usaha penerima kredit dalam Laporan Bulanan
Bank Umum Bank Indonesia (LBU BI).

i.  Realisasi total Penyaluran KPPS berdasarkan kabupaten/kola dan
provinsi adalah jumlah rupiah nominal plafon Penyaluran KPPS yang
telah disalurkan oleh Penyalur KPPS kepada Penerima KPPS pada
periode waktu tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan lokasi
Penyaluran KPPS berdasarkan lokasi usaha Penerima KPPS.

3. Laporan scbagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan
disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.



- 26 -

4. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur KPPS dalam hal
data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

'.'_.'S_ag'li_'_ﬁa;ﬂ'_sgsuai dengan aslinya
W, “Kepala Bire Hukum dan Organisasi,

"\ I Kot Hadi Priaina
SNIP. 197405071999031002




LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

BIDANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PEREMPUAN

PRASEJAHTERA

FORMULIR LAPORAN REALISASI PENYALURAN KPPS PER SEKTOR EKONOMI PER PROVINSI

Hama Pemyalur X004
Plafon Outstanding Debltur HPLINPF Nominal NPLINPF
Ry | Lau PROVINSI
Akumulasi [Th Berjalan| Akumilasi [Th Berjalan| Akumlasi l'm Berjalan| Akumulasi [Th Berjalan| Akumulasi [Th Berjalan|
{Rupiah) {Rupiah) {Orang) {%) {Ruplah)

ACEH
o0t 01 PERTANIAN, KEHUTARNAN, DAN PERIKANAN
0011 | 02 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
0011 | 03 INDUSTRI PENGOLAHAN
001 | 04 PENGADAAN LISTRIK. GAS, UAFIAIR PANAS DAN UDARA DINGIN
oot4 | g5 PENGELOLAAN AIR, PENGELDLAAN AIR LIMBAH, PENGELCLAAK

DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIAS]
0011 | 08 KONSTRUKSI
ottt | gy [PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN|

MOBIL DAN SEFEDA MOTOR -
00%1 | OB |PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN
D01 | 08 PENYEDIAAN AKCMODAS| DAN PENYEDIAAN MAKAN MUK
0011 | 10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI '
D011 | 11 AKTIVITAS KELUANGAN DAN ASURANS
0011 | 12 REALESTAT
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Mama Ponyalur XXX
Plafon Ouistanding Debitur NPL/NFF Hominal NPLINPF
WQOE | gy, PROVINS!
PROY Akumulasi [Th Berjalan| Akumulas| |Th Berjalan| Akumulasi Th Barjalan| Akumulasi |Th Berjalan| Akumulasl [Th Berjalan
{Ruplah) {Ruptah] (Orang) %) {Rupiah)
001% | 13 AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH Das TEKMIS |
AKTIVITAS PENYEWASN DAN SEWA GUNA USAHA TAREA HAK
ao11 | 14 OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN FENUNJANG
IISAHA LAINNYA
g0t1 | 15 PDMINISTRAST PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN
SOSIAL WhAJIB
o1t | 18 PENDIDIKAN
POT1 | 17 AKTIVITAS KESEHATAM MAMLSIA DAR ARTIVITAS SOSIAL
p011 | 98 KESENIAN, HIBLIRAN DAN REXKREAS]
BT | 18 AKTIVITAS JASA LAINMYA
AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGA PEMBERI KERLA, AHTIVTAS
0011 20 WANG MENGHASILKAN BARAMG DAN JaS5A OLEH RUMAH TANGGEA
YANG DIGLINAKAN UNTUK MEWENUH! KEBUTUHAN SENDRI
o011 | 27 RTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN ERSTRA
INTERMASIONAL LAMNY &
00t1 | 22 RUMAH TANGGA
0011 | 23 BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA
00i1 | 24 LAINNYA TIDAK TERDEFINIS| .
oatt 25 MNKENOWMN
SUMATERA LUTARA
SUMATERA BARAT
FAPUA

TOTAL




T

MENTER]I KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUEBLIK INDONESIA,

itd.

AIRLANGGA HARTARTO

—Balinan sesuai dengan aslinya
—Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

N .. T Knut'Hadi Priatna

' _?_i!_IP. 197405071999031002



LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
PEREMPUAN PRASEJAHTERA

LAPORAN REALISASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT KPPS
(DALAM PERSENTASE %)

No. | Komponen Suku Bunga KPPS o
1. | Cost of Fund (CokF)
2. | Premi L-PS
3. | Biaya GWM
-4 . | Pemberdayaan
5, | Overhead Cost
6. | Risk Cost
7. | LJP/Premi Asuransi Kredit -
8. | Total Biaya Bﬁnga-

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

P Salinan sesuai dengan aslinya
/& ~Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

::u _ '.\ . ﬂ% . |
I.x.__ "\ :_ l- H———_‘-—-\_“'-—
% TKtut Hadi Priatna
SENIP: 19740507 1999031002




LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT

PEREMPUAN PRASEJAHTERA

LAPORAN REALISASI DEBITUR BARU KPPS (SATUAN ORANG)

Debitur Baru
Bulan (orang)
Januari _
Februari .
Desember '
Total

LAPORAN REALISASI DEBITUR NAIK KELAS/GRADUASI (SATUAN ORANG]

Debitur Naik
Bulan Kelas/Graduasi
(orang)
Januari )
| Februari
Desember _
Total

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

“Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

v @

e

T Kt Had

| Priatna

NIP. 197405071999031002

tid.

AIRLANGGA HARTARTO



LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI

KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN

PELAKSANAAN

KREDIT

PEREMPUAN PRASEJAHTERA

LAPORAN PELAKSANAAN PENJAMINAN/PERTANGGUNGAN KPPS

No Uraian Satuan | Akumulasi | Tahun berjalan
| A | Penjaminan/Pertanggungan KPPS
i Jumlah F::n:,:éluran KPPS yang
1 | menggunakan (Rp)
. Penjaminan/Pertanggungan
9 Jumlah Nilai (Rp)
Penjaminan/Pertanggungan KPPS P
3 | Jumlah Debitur Debitur
4 | Jumlah Serapan Tenaga Kerja TK
: Jumlah Outstanding (R _}
Penjaminan/Pertanggungan : P
Jumlah Imbal Jasa Penjaminan
. H
© | (LJP)/Premi (Rp) | |
7 | Jumlah Pendapatan Subrogasi (Rp) | '
|
B | Klaim | |
1 | Qutstanding yang Diajukan Klaim (Rp) ‘
2 | Klaim yang Diajukan {Ep)
3 | Klaim Disetujui (Rp) |
4 | Klaim Dalam Proses (Rp) |
5 | Klaim Ditolak (Rp)
6 | Klaim Dibayar (Rp)
C | Non Performing Guarantee (NPG) Vo
D | Claim Ratio Yo
E | Recovery Rate Yo |
F | Penyertaan Modal Negara (PMN) |
1 |Jumlah PMN yang diterima (Rp) |
2 | Saldo Ekuitas PMN (Rp)




T b

No

Uraian

Satuan

Akumulasi

Tahun berjalan |

Gearing Ratio (GR)

Kali

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

|

1 Ktat Had{ Priatna

S NIP. 19740507 1999031002

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO



